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ABSTRAK 

 

Titania Winiasri Suheri (2024) : Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap 

Tanah Absentee di Kantor Pertanahan 

Kota Pekanbaru 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan Kendala 

pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terhadap 

tanah absentee di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru. Karena di lapangan 

ditemukan beberapa kesulitan yang dialami masyarakat yang ingin mendaftarkan 

tanahnya, yang disebabkan oleh pemilik tanah berada di luar daerah lokasi tanah 

tersebut, dan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

Jenis Penelitian ini adalah hukum sosiologis dengan Sifat penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah efektivitas hukum, Teknik sampel yang digunakan purposive 

sampling dengan analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif. 

Dari penelitian didapat kesimpulan bahwa pelaksanaan PTSL di Kota 

Pekanbaru belum optimal dan belum tersistematis sesuai dengan pasal 5 Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

yaitu Program Sertifikasi Tanah Absentee dan Program Sertifikasi Massal 

Swadaya Masyarakat. Kendala yang dihadapi termasuk kesulitan dalam 

mengidentifikasi dan menghubungi pemilik tanah yang berada di luar wilayah 

atau luar negeri, serta kurangnya sosialisasi yang efektif yang menyebabkan 

rendahnya partisipasi masyarakat, khususnya pemilik tanah. Selain itu, masalah 

administratif yang rumit, perubahan regulasi, dan tantangan geografis 

memperlambat proses sertifikasi tanah. Hal ini menghambat tercapainya tujuan 

PTSL untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. 

 

Kata Kunci: Pendaftaran, Sistematis Lengkap, dan Tanah Absentee. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

   Tanah adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua kebutuhan 

manusia berhubungan tanah. Dari manusia dilahirkan sampai manusia 

menginggal, manusia memerlukan tanah. Manusia hidup diatas tanah dan 

memperoleh kebutuhan pokok dengan cara mendayagunakan tanah. Tanah 

memiliki berbagai fungsi yaitu diantaranya berfungsi sebagai social asset dan 

sebagai capital asset. Fungsi tanah sebagai social asset adalah alat mempererat 

persatuan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi tanah sebagai 

capital asset ialah tanah sebagai modal dalam membangun peradaban dan tanah 

digunakan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan rakyat.
1
  

   Program adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dirancang 

secara sistematis dengan tujuan mencapai hasil tertentu. Biasanya program 

mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang 

mengikuti prosedur atau langkah-langkah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Program dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, 

pembangunan, dan teknologi, untuk memecahkan masalah atau mencapai 

sasaran tertentu dengan efektif. Melalui program yang terstruktur, proses kerja 

menjadi lebih terarah dan efisien, serta hasil yang dicapai bisa lebih terukur dan 

berkelanjutan.
2
 

                                                           
1
 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Malang: 

Bayumedia 2007), h.1. 
2
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA isi dan 

Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan 2008), h.16. 
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Pendaftaran Tanah menurut undang-undang terdapat pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 1, adapun maksud pasal tersebut 

bahwa Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur. Serangkaian 

kegiatan tersebut mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 

penyajian serta pemeliharaan data fisik yaitu letak, batas dan luas bidang tanah 

dan satuan rumah susun. Selain itu juga termasuk data yuridis yaitu keterangan 

mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun. Data-data 

mengenai tanah kemudian disajikan dalam bentuk peta dan daftar, mengenai 

bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. Setelah data terkumpul 

kemudian diberikan surat tanda bukti haknya atau sertifikat untuk bidang-bidang 

tanah yang sudah ada haknya.
3
 

   Dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) memiliki program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

(PTSL). Dasar hukum daripada PTSL tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tujuan 

PTSL berdasarkan peraturan tersebut terdapat didalam Pasal 2 ayat (2) adalah 

untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas 

Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan 

terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah 

                                                           
3
 Mhd. Yamin Lubis & Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung: 

Mandar Maju 2010), h.236. 
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sengketa dan konflik pertanahan. Yang pada intinya untuk mewujudkan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat yang 

berlandaskan asas pendaftaran tanah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran masyarakat, juga mengurangi sengketa dan konflik pertanahan. 

   Tanah absentee/guntai menurut undang-undang terdapat pada Pasal 3 

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 merupakan tanah yang terletak di 

luar kecamatan tempat tinggal pemilik tanah. Adapun larangan pemilikan tanah 

secara absentee berpangkal pada dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 10 ayat 

(1) UUPA yang menentukan bahwa setiap orang dan badan hukum yang 

mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan 

mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-

cara pemerasan.  

   Dalam kenyataannya, sekalipun larangan ini masih berlaku, pemilikan 

dan/atau penguasaan tanah pertanian secara absentee/guntai juga banyak 

dijumpai. Pemilik tanah pertanian secara absentee/guntai bukanlah para petani 

tetapi orang-orang kota yang bukan merupakan penduduk setempat, yang 

mendapatkan tanah tersebut melalui jual-beli, pewarisan atau cara-cara lainnya, 

dan penggunaan tanah itu bukan untuk diolah sebagaimana peruntukkan 

tanahnya tetapi hanya sebagai sarana investasi dan nantinya dijual kembali 

setelah harganya tinggi.
4
 

   Program yang terbaru saat ini adalah Pendaftaran Tanah Sistematik 

Lengkap (PTSL) yang diselengarakan Kementerian ATR/BPN yang 

                                                           
4
 Dinalara Dermawati Butarbutar, "Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai", 

Pakuan Law Review, Vol 1, No 2, (Juli-Desember, 2015), h.4-5. 
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menargetkan 126 juta bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi 

keseluruhan pada tahun 2025. Kemudian dijabarkan dalam target-target 5 juta 

bidang pada tahun 2017, 7 juta bidang pada tahun 2018, 9 juta bidang pada 

tahun 2019 dan 10 juta setiap tahunnya sampai dengan tahun 2025. Karena jika 

pendaftaran tanah dilakukan rutinitas seperti biasanya setahun kurang lebih 500 

ribu bidang, membutuhkan waktu 160 tahun untuk tanah terdaftar seluruh 

Indonesia. 

   Dalam hal ini, titik fokus permasalahannya khususnya berada di Kota 

Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, dan salah satu 

kota terbesar di Indonesia. Pelaksanaan PTSL di Kota Pekanbaru sendiri, di 

setiap proses kegiatan pendaftaran tanah yang di lakukan sudah sesuai dengan 

petunjuk dan aturan pelaksanaan yang telah di tetapkan, namun dalam 

pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah ini lebih terkendala oleh 

permasalahan/fenomena yang ditemukan di lapangan atau lokasi yang menjadi 

tempat pelakasanaan progam PTSL itu sendiri. Bahwa pelaksanan program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Pekanbaru belum terlaksana 

dengan baik dan maksimal. 
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Tabel 1.1 

Lokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di 

Kota Pekanbaru Pada Tahun 2022 - Tahun 2023 

Sumber: Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru 2023 

  Dari penjelasan tabel di atas, mengenai Program PTSL di Kota Pekanbaru 

tahun 2022 yaitu dalam prakteknya yang sudah terdaftar baru sekitar 1.981 

bidang tanah dari target sebanyak 4.500 bidang tanah dengan 13 (tiga belas) 

kelurahan, dan pada tahun 2023 Kota Pekanbaru mendapatkan target 6.782 

sertifikat tanah bagi masyarakat melalui program PTSL, namun jumlah capaian 

sertifikat tanah hanya berjumlah 4.090 sertifikat tanah dengan 12 (dua belas) 

kelurahan sehingga target tersebut tidak tercapai. Hal ini menyebabkan target 

yang akan di capai masih belum maksimal.  

  Program PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang kemudian dikuatkan 
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dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik 

Indonesia. Akan tetapi, walaupun dasar hukum dari program PTSL ini telah 

diterbitkan, koodinasi antar instasi sudah dibentuk, dan bahkan sejumlah 

kemudahan serta terobosan sudah dibentuk, ternyata tidak menjamin 

bahwasanya implementasi program PTSL tersebut berjalan dengan baik.  

  Di Indonesia, masih banyak terdapat tanah absentee hingga saat ini. Hal 

tersebut menjadikan masyarakat tak mau mendaftarkan hak milik atas tanahnya. 

Seperti yang diketahui, bahwasanya tiap individu berhak akan pengakuan, 

jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang 

sama di mata hukum, begitu pula dengan pemilik tanah absentee yang berhak 

memperoleh sertipikat dari program PTSL dimana hal tersebut juga diatur di 

Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap yang menyebutkan bahwasanya "salah satu objek program 

PTSL merupakan tanah absentee dan pasal tersebut memberikan ruang 

kemudahan dalam pelaksanaan program PTSL bagi pemilik tanah absentee 

sehingga dapat mendaftarkan tanahnya melalui program tersebut.” 

  Selain itu, hasil wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Hukum 

Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, beliau juga menyebutkan bahwa 

BPN Kota Pekanbaru juga menempatkan sejumlah petugasnya di setiap lokasi 

program PTSL tersebut guna membantu masyarakat dalam melakukan proses 

pengukuran namun jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) masih kurang. 
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Adapun permasalahan lainnya yang muncul yaitu kendala dari dokumen 

masyarakat yang kurang lengkap. Masalah pendaftaran tanah mempunyai akibat 

dapat mengurangi kepercayaan terhadap alat-alat bukti pemilikan berupa 

sertipikat hak atas tanah.  

  Dengan demikian, dari uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan suatu penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN PROGRAM 

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP 

TANAH ABSENTEE DI KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU” 

B. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan 

dilaksanakan sehingga tujuan penelitiannya dapat tercapai sesuai dengan 

permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, 

maka perlu kiranya masalah yang akan diteliti harus dibatasi. Oleh sebab itu, 

penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini dan fokusnya pada 

mengapa masyarakat kurang antusias mendaftarkan tanahnya dalam pelaksanaan 

program PTSL terhadap tanah absentee di Kota Pekanbaru dan yang menjadi 

kendala bagi pemilik tanah dalam proses pembukuan dan penerbitan sertifikat 

hak atas tanah absentee dalam program PTSL. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 

mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap 

(PTSL) terhadap tanah absentee di kantor pertanahan kota Pekanbaru 
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2. Apa kendala pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap 

(PTSL) terhadap tanah absentee di kantor pertanahan kota Pekanbaru 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis 

lengkap (PTSL) terhadap tanah absentee di kantor pertanahan kota 

Pekanbaru  

b. Untuk Mengetahui kendala pelaksanaan program pendaftaran tanah 

sistematis lengkap (PTSL) terhadap tanah absentee di kantor pertanahan 

kota Pekanbaru 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoristis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan penelitian 

ilmiah serta dapat memperkaya khasanah keilmuan dalam dunia 

akademik. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

rujukan atau referensi bagi penelitian berikutnya. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kesadaran pemerintah 

khususnya Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk lebih 

memperhatikan lagi permasalahan terhadap tanah-tanah di Kota 

Pekanbaru terutama mengenai permasalahan program PTSL terhadap 
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tanah absentee, serta Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna 

sebagai bentuk cara untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan 

semasa perkuliahan dan penelitian berlangsung. Dan hasil penelitian ini 

dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian 

penulisan skripsi dengan tema yang sama namun dari sudut pandang 

yang berbeda. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teori 

1. Teori Tindakan Administratif (Administrative Action Theory) 

Teori Tindakan Administratif (Administrative Action Theory) adalah salah 

satu pilar utama dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) yang menekankan 

pentingnya tindakan pejabat negara dilakukan secara sah dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif merujuk pada keputusan 

atau langkah-langkah yang diambil oleh otoritas pemerintah atau pejabat publik 

dalam menjalankan tugas-tugas administrasi. Dalam konteks pendaftaran tanah, 

teori ini sangat relevan karena menyangkut legalitas dan akuntabilitas proses 

administrasi yang melibatkan kepemilikan, penggunaan, dan pemindahan hak atas 

tanah.
5
 

Unsur-unsur Penting dalam Teori Tindakan Administratif 

a) Legalitas (Legality) 

Teori tindakan administratif mengedepankan prinsip legalitas, yang berarti 

bahwa setiap tindakan pejabat negara harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum 

yang berlaku. Dalam pendaftaran tanah, setiap keputusan administratif, seperti 

pengukuran tanah, penerbitan sertifikat, dan verifikasi hak atas tanah, harus 

dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 

1960, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, serta aturan lainnya yang 

                                                           
5
 Winarno, Wahyu, Kebijakan Penyelesaian Tanah "Absentee/Guntai" Di Kabupaten 

Boyolali Berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah 

Pertanian. Repertorium, Vol. 5, No. 1, 2018, h.23. 
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relevan. Prinsip legalitas memastikan bahwa proses administrasi berjalan sesuai 

dengan hukum dan mencegah penyalahgunaan kewenangan. 

b) Keterbukaan (Transparency) 

Tindakan administratif harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses 

oleh masyarakat. Dalam pendaftaran tanah, keterbukaan diperlukan agar 

masyarakat dapat memahami dan mengikuti proses administratif, seperti prosedur 

pengukuran, persyaratan dokumen, dan waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proses pendaftaran. Transparansi juga membantu mencegah 

korupsi dan penyimpangan administratif.
6
 

c) Akuntabilitas (Accountability) 

Pejabat publik yang menjalankan tindakan administratif harus bertanggung 

jawab atas setiap keputusan yang diambil. Akuntabilitas dalam pendaftaran tanah 

berarti bahwa pejabat yang berwenang harus mampu memberikan penjelasan dan 

pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil terkait pengukuran tanah, 

penerbitan sertifikat, dan penetapan hak atas tanah. Jika ada kesalahan atau 

penyimpangan dalam proses, pejabat yang bersangkutan harus siap menanggung 

konsekuensinya, termasuk kemungkinan adanya gugatan administratif.
7
 

d) Prosedural (Procedural Fairness) 

Setiap tindakan administratif harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

yang ditetapkan oleh hukum. Dalam pendaftaran tanah, prosedural fairness 

mencakup semua tahapan proses pendaftaran yang meliputi: 

 

                                                           
6
 Ibid h.25 

7
 Gayo, Husni. Pengantar Hukum Agraria: Teori dan Praktik di Indonesia. (Jakarta: 

Prenada Media Group 2017), h. 38. 
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1) Pengajuan permohonan oleh pemilik tanah atau wakilnya. 

2) Verifikasi dokumen untuk memastikan keabsahan klaim hak atas tanah. 

3) Pengukuran tanah oleh petugas pertanahan yang diakui secara resmi. 

4) Penerbitan sertifikat tanah setelah semua tahapan administratif selesai dan 

dipastikan sah. 

 

Setiap langkah ini harus dilakukan secara berurutan dan sesuai dengan 

peraturan. Penyimpangan dari prosedur dapat menyebabkan masalah hukum, 

seperti pembatalan sertifikat atau timbulnya sengketa tanah. 

Finalitas Keputusan Administratif (Finality of Administrative Decisions) 

Keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat negara dalam 

pendaftaran tanah bersifat final, artinya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. 

Sertifikat tanah yang diterbitkan melalui proses administratif yang sah 

memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah. Namun, jika terjadi 

kesalahan dalam proses administrasi, keputusan tersebut dapat digugat melalui 

mekanisme hukum, seperti melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
8
 

Implementasi dalam Pendaftaran Tanah 

Da llalm pendalfta lraln talna lh, teori tindalkaln aldministraltif ditera lpkaln dallalm 

berba lga li a lspek, alnta lral lalin: 

1) Penerbita ln Sertifikalt Ta lnalh 

Penerbita ln sertifikalt talna lh merupalka ln tindalkaln aldministraltif ya lng 

memerluka ln prosedur ya lng keta lt daln sesua li dengaln pera ltura ln. Proses ini 

                                                           
8
 Marryanti, S. dan Yudha Purbawa, Optimalisasi Faktor-faktor Yang Memengaruhi 

Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Bhumi Vol. 4, No. 2, November 2018, h. 

187. 
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dimulali dalri penga ljualn permohona ln oleh pemohon, pengukura ln talnalh oleh 

petuga ls berwena lng, verifikalsi staltus talnalh, hingga l penerbita ln sertifika lt 

oleh Ka lntor Pertalnalha ln. Setialp talhalpaln ha lrus dilalkuka ln denga ln halti-ha lti 

alga lr tidalk terjaldi kesa llalhaln ya lng bisa l menyeba lbkaln sengketa l talna lh di 

kemudialn ha lri.
9
 

2) Pengukura ln daln Pemetala ln Ta lnalh 

Pengukura ln talnalh a ldallalh balgia ln penting da lri tindalka ln aldministraltif ya lng 

memerluka ln stalndalr tertentu daln halrus dilalkukaln oleh peja lbalt ya lng 

berwena lng. Proses ini bertujua ln untuk memalstikaln balta ls-baltals ta lnalh 

sesua li denga ln ya lng dia ljukaln oleh pemohon. Kesa llalha ln dallalm pengukura ln 

dalpa lt menimbulkaln sengketa l di alntalra l pemilik talnalh ya lng berdeka ltaln. 

3) Peneta lpaln Ha lk Altals Ta lnalh 

Setelalh proses pengukura ln daln verifikalsi dokumen selesa li, Kalntor 

Pertalna lhaln alka ln menetalpkaln halk alta ls talna lh. Peneta lpaln ini merupalkaln 

tindalkaln a ldministraltif ya lng sa lnga lt penting kalrena l menentuka ln sialpal ya lng 

seca lra l salh memiliki halk altals talna lh tersebut. Proses ini halrus dilalkukaln 

denga ln salnga lt halti-ha lti ka lrena l kesa llalhaln da llalm peneta lpaln ha lk da lpalt 

memicu konflik hukum. 

4) Penyelesa lialn Sengketa l Talna lh 

Da llalm hall terja ldi sengketa l terka lit tindalkaln a ldministraltif penda lftalra ln 

talna lh, teori tindalkaln a ldministraltif menyedia lkaln meka lnisme untuk menguji 

alpa lkalh prosedur ya lng dialmbil oleh peja lbalt negalra l suda lh sesua li denga ln 

                                                           
9
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA isi dan 

Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan 2008), h.47. 
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hukum. Sengketa l aldministraltif dalpalt dialjukaln ke Penga ldilaln Ta ltal Usalhal 

Nega lra l (PTUN), ya lng a lkaln menilali alpa lkalh tindalka ln aldministraltif ya lng 

dialmbil sudalh sesuali denga ln prosedur hukum ya lng berla lku. 

Releva lnsi dallalm Progralm Pendalftalraln Talnalh Sistema ltis Lengkalp (PTSL) 

Da llalm Progra lm Pendalftalra ln Ta lnalh Sistemaltis Lengka lp (PTSL), teori 

tindalkaln a ldministraltif menja ldi salnga lt releva ln. PTSL a ldalla lh progra lm pemerintalh 

ya lng bertujua ln untuk mempercepa lt pendalfta lraln talnalh di seluruh Indonesial. 

Progra lm ini melibaltka ln tindalkaln a ldministraltif seperti pengukura ln talnalh malssall, 

verifika lsi halk, da ln penerbitaln sertifika lt seca lral serenta lk. Tinda lkaln a ldministraltif 

dalla lm PTSL ha lrus dila lksalna lkaln seca lral efisien, teta lpi tetalp mengikuti prosedur 

hukum ya lng keta lt alga lr setialp sertifika lt talna lh ya lng diterbitka ln memiliki kepa lstialn 

hukum ya lng kua lt. 

2. Teori Kewena lngaln Baldaln Perta lnalhaln Nalsionall 

Kewena lnga ln alda llalh kekualsa laln altalu ha lk ya lng dimiliki oleh lembalga l a ltalu 

peja lbalt publik untuk melalkuka ln tindalkaln hukum dalla lm ralngka l menjallalnkaln tuga ls 

daln fungsinya l. Da llalm konteks BPN, kewena lnga ln ini menca lkup sega llal tindalka ln 

ya lng berka litaln denga ln pengelola laln, penda lftalraln, da ln penyelesa lialn sengketa l 

talna lh. Kewena lnga ln BPN dialtur mela llui Undalng-Unda lng Pokok A lgra lrial (UUPAl) 

No. 5 Ta lhun 1960, sertal berba lga li pera ltura ln pelalksalna l lalinnya l seperti Pera lturaln 

Menteri A lgra lrial da ln Ta ltal Rualng/Kepa llal BPN.
10

 

 

                                                           
10

 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

2012), h.19. 
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Jenis Kewenalngaln Baldaln Perta lnalhaln Na lsionall 

Kewena lnga ln BPN da lpalt dikaltegorika ln menjaldi bebera lpal jenis, ya litu:
11

 

1) Kewena lnga ln Regula ltif 

BPN memiliki kewena lnga ln untuk membualt peraltura ln terka lit pengelola laln talnalh, 

balik ya lng bersifa lt teknis malupun aldministraltif. Ini termalsuk pembualta ln pera lturaln 

tentalng ta lta l calra l pendalfta lra ln talnalh, sertifikalsi, daln pengukura ln talnalh. 

Kewena lnga ln regula ltif ini dilalksa lnalkaln melallui pera ltura ln-pera ltura ln ya lng 

dikelualrka ln oleh Menteri A lgra lrial/Kepa llal BPN ya lng menga ltur teknis pela lksalna laln 

di lalpalnga ln. 

2) Kewena lnga ln Eksekutif/Opera lsionall 

Kewena lnga ln ini berka litaln denga ln pelalksa lnala ln kebijalka ln a ltalu pera ltura ln ya lng 

telalh ditetalpka ln. Dallalm konteks BPN, kewena lnga ln opera lsionall menca lkup 

tindalkaln pengukura ln talnalh, penerbitaln sertifika lt, penca ltalta ln halk alta ls talnalh, da ln 

pela lksalnala ln progra lm seperti Penda lfta lra ln Ta lnalh Sistemaltis Lengka lp (PTSL). 

Tinda lkaln eksekutif ini melibaltka ln interalksi la lngsung a lntalra l BPN da ln ma lsya lra lkalt 

seba lga li pemohon halk a ltals talnalh. 

3) Kewena lnga ln Yudika ltif/Qualsi-Yudisiall 

BPN juga l memiliki kewena lnga ln qua lsi-yudisia ll, ya litu menyelesa likaln sengketa l 

talna lh seca lra l aldministraltif sebelum ma lsuk ke ra lnalh pera ldilaln. Misallnya l, da llalm 

kalsus sengketa l talna lh ya lng terja ldi alkibalt tumpalng tindih sertifikalt altalu klalim halk 

alta ls talnalh ya lng berbedal, BPN da lpa lt melalkukaln investiga lsi daln memberika ln 

keputusaln a ldministraltif mengena li sta ltus talnalh tersebut. A lpalbilal keputusaln 
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tersebut tida lk diterimal oleh piha lk-pihalk terka lit, sengketa l da lpalt dilalnjutkaln ke 

Penga ldilaln Ta ltal Usa lhal Nega lral (PTUN).
12

 

4) Kewena lnga ln Diskresi 

BPN juga l memiliki kewenalnga ln untuk mengguna lkaln diskresi da llalm menjalla lnkaln 

tuga lsnya l. Diskresi ini bialsa lnya l diguna lkaln da llalm situalsi di malna l altura ln yalng a ldal 

tidalk seca lral eksplisit menga ltur a ltalu tidalk cukup jela ls da llalm menga ltur situalsi 

tertentu. Seba lga li contoh, da llalm hall talna lh albsentee, BPN mungkin ha lrus membualt 

kebijalka ln diskresioner terka lit pengelola laln talna lh ya lng pemiliknya l tidalk bera ldal di 

tempalt. 

Sumber Kewena lngaln Baldaln Perta lnalhaln Nalsionall 

Kewena lnga ln BPN bersumber da lri bebera lpa l regulalsi utalmal, ya litu: 

1) Unda lng-Unda lng Pokok Algra lrial (UUPA l) No. 5 Talhun 1960 

UUPAl alda llalh dalsalr hukum utalmal ya lng mengaltur sega llal hall tentalng 

perta lnalha ln di Indonesial, terma lsuk kewena lnga ln pemerinta lh da llalm 

mengelola l daln menga ltur pema lnfala ltaln talna lh. UUPAl memberika ln dalsalr 

hukum balgi BPN untuk melalkuka ln pendalfta lraln talna lh daln menjalmin 

kepa lstialn hukum balgi ha lk alta ls talnalh. 

2) Pera lturaln Menteri A lgra lrial da ln Talta l Rualng/Kepa llal BPN 

Pera lturaln ini menja ldi petunjuk teknis ya lng lebih spesifik da llalm 

pela lksalnala ln kewena lnga ln BPN, seperti taltal calra l pengukura ln, pengelola la ln 
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 Sudarminta, J. Etika Umum: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. (Yogyakarta: 

Kanisius 2006), h.11. 



17 

 
 

talna lh nega lra l, prosedur sertifika lsi talna lh, daln penyelesa lialn sengketa l talnalh 

seca lra l aldministraltif. 

3) Pera lturaln Pemerinta lh (PP) daln Keputusa ln Presiden (Keppres) 

Selalin UUPAl da ln pera ltura ln menteri, kewena lnga ln BPN juga l dipenga lruhi 

oleh berba lga li peraltura ln pemerinta lh daln keputusaln presiden ya lng 

memberika ln alra lhaln lebih lalnjut tentalng kebija lkaln perta lna lhaln di tingka lt 

nalsionall. 

Prinsip-Prinsip dallalm Pela lksalnalaln Kewenalngaln BPN 

Pelalksalna laln kewena lnga ln oleh BPN ha lrus mengikuti bebera lpal prinsip 

hukum aldministralsi, alntalra l lalin:
13

 

1) Prinsip Lega llitals 

Setialp tindalkaln a ltalu keputusaln ya lng dia lmbil oleh BPN ha lrus memiliki 

dalsa lr hukum ya lng jelals. Ta lnpal dalsalr hukum ya lng sa lh, tindalkaln 

aldministraltif BPN dalpa lt dialngga lp melalngga lr hukum daln dalpalt diguga lt 

melallui jallur hukum, seperti Penga ldilaln Ta ltal Usa lhal Nega lra l (PTUN). 

Contohnya l, dalla lm pendalftalra ln ta lnalh, tindalkaln seperti penerbitaln sertifika lt 

talna lh halrus didalsa lrkaln palda l altura ln hukum ya lng jela ls daln berla lku. 

2) Prinsip Tra lnspalra lnsi 

Kewena lnga ln BPN ha lrus dijallalnkaln denga ln tralnspa lralnsi ya lng tinggi. 

Malsya lralka lt halrus diberi a lkses ya lng mema lda li terha ldalp informa lsi terka lit 
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 Elfira Permatasari, Habib Adjie dan Hardianto Djanggih, Perlindungan Hukum 

Kepemilikan Tanah Absentee yang diperoleh Akibat Pewarisan, Varia lusticia, Vol. 14, No. 1, 

2018. h.14. 
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prosedur penda lfta lraln ta lnalh, sta ltus permohona ln, daln da lsa lr keputusa ln ya lng 

dialmbil oleh BPN. 

3) Prinsip Alkuntalbilitals 

Pejalba lt di BPN berta lnggung ja lwalb a ltals setia lp tindalka ln ya lng merekal 

almbil. Jikal terda lpa lt kesa llalhaln da llalm proses a ldministralsi, seperti 

penerbita ln sertifikalt ya lng ca lca lt hukum, pejalbalt terka lit halrus sialp 

mena lnggung konsekuensinya l. 

4) Prinsip Kepalstialn Hukum 

Pelalksalna laln kewena lnga ln oleh BPN ha lrus menjalmin kepalstialn hukum, 

teruta lmal da llalm ha ll penerbitaln sertifika lt ta lnalh ya lng merupa lka ln bukti sa lh 

kepemilikaln ta lnalh. Sertifika lt talnalh ya lng diterbitkaln oleh BPN 

memberika ln kepalstialn hukum kepalda l pemiliknyal daln menjaldi bukti ya lng 

kualt di halda lpaln hukum. 

3. Teori Pendalftalra ln Talnalh 

Da llalm Kalmus Besa lr Ba lhalsa l Indonesia l, istilalh talnalh da lpalt diguna lka ln dallalm 

berba lga li a lrti. Da llalm pengguna lalnnya l perlu diberika ln ba ltals untuk mengeta lhui 

dalla lm alrti alpal istilalh tersebut diguna lka ln.
14

  Undalng-unda lng Nomor 5 Ta lhun 1960 

tentalng Pera ltura ln Pokok A lgra lria l alda llalh a lturaln dalsa lr ya lng menga ltur pengua lsa laln, 

pemilikaln, peruntukaln, pengguna laln, sertal pengendallialn pemalnfa la ltaln talna lh ya lng 

bertujua ln berjallalnnya l pengelola la ln daln pemalnfa laltaln talna lh untuk kemalkmura ln daln 

keseja lhtera laln ra lkya lt. Aldalpun sa llalh saltu alspek yalng dibutuhka ln ya litu mengena li 
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kepa lstialn halk a ltals ta lnalh ya lng menja ldi dalsa lr uta lmal da llalm mewujudka ln kepalstialn 

hukum kepemilikaln talna lh.
15

 

     Da llalm rualng lingkup algra lria l, talnalh merupa lkaln ba lgia ln dalri bumi, ya lng 

disebut permukala ln bumi. Talna lh sebalga li balgia ln dalri bumi disebutkaln dallalm Palsa ll 

4 Alya lt 1 Undalng-undalng Pokok A lgra lrial, ya litu alta ls dalsalr ha lk mengua lsali dalri 

nega lral seba lga li ya lng dimalksud Palsa ll 2 ditentukaln alda lnya l malca lm-ma lcalm halk a ltals 

permuka laln bumi, ya lng disebut talna lh, ya lng da lpalt diberika ln kepa ldal da ln dipunya li 

oleh ora lng-oralng, ba lik sendiri ma lupun bersa lmal-sa lmal denga ln ora lng-ora lng la lin 

serta l balda ln-balda ln hukum. Denga ln ini jelals dalpa lt dikaltalkaln ba lhwal dalla lm 

pengertia ln yuridis, ta lnalh alda llalh permukala ln bumi. Sedalngka ln halk alta ls talnalh 

alda llalh balgia ln tertentu dalri permuka laln bumi ya lng terba ltals, daln memiliki dimensi 

leba lr daln pa lnjalng.
16

 

Penda lftalra ln Talnalh 

Paldal malsa l lallu, Mesir Kuno memperkena llkaln pendalfta lra ln talna lh ya lng 

diketalhui di dunia l ini. Ralja l Fira lun pa ldal ma lsal itu memberi perinta lh ke pega lwali 

kera ljala lnnya l untuk mengga lni paltok baltals talna lh perta lnialn ralkya lt ya lng lenya lp 

alkiba lt balnjir alir di sungali Nil.
17

 Pendalfta lraln talna lh selalnjutnya l mulali dikenall di 

balgia ln bumi lalinnya l daln mulali menera lpkaln pendalfta lra ln talna lh di nega lra l malsing-
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 Tuti Rosawati, “Analisis Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan 

Pertanahan Nasional Sebagai Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan (Studi Kasus) Putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 2096.K/PDT/1987 tanggal 28 Desember 1987 dan Surat Keputusan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4-X.C-2005 tanggal 14 Juli 2005”, Magister 

Kenotariatan Fakultas Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia 2010). 
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 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana 2010), h.9-
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malsing. Ha ll ini da lpalt terja ldi ka lrena l istilalh pendalfta lra ln talna lh sudalh mulali di 

malsukkaln ke da llalm bebera lpal balha lsal denga ln tujualn tertentu. 

Penyebuta ln penda lftalra ln talna lh berbeda l-bedal di setialp nega lra l, dalla lm balhalsa l 

laltin disebut ya litu calpitalstrum, dallalm balhalsa l Jermaln daln Ita llial disebut Calta lstro, 

balha lsal Pera lncis menyebutnya l seba lga li ka ldalstra lle a ltalu ca ldalster. Menurut balha lsal, 

pengertia ln Calpitalstrum altalu ka ldalster a ldallalh sua ltu saltua ln ya lng dibua lt untuk palja lk 

talna lh Romalwi. Istila lh kaldalster seca lral teknis balhalsal dimalksudkaln seba lga li ca ltaltaln 

ya lng menga lcu pa ldal luals, nilali, daln kepemilikaln altalu pemega lng ha lk alta ls sebida lng 

talna lh. Alda lpun kaldalster modern da lpalt terjaldi di peta l ya lng ukura lnnya l lebih besalr 

daln da lftalr-dalfta lrnya l sa lngalt berka litaln.
18

  

Paldal a lwa llnya l penda lftalra ln talna lh di Indonesia l terjaldi di ma lsal Pemerinta lhaln 

Bela lnda l. Pemerintalh Belalnda l paldal ma lsal itu memberika ln kepa lstialn hukum kepa ldal 

mereka l ya lng ingin tunduk palda l hukum Balra lt denga ln berda lsa lr alsa ls konkorda lnsi, 

alka ln tetalpi pemerinta lh koloniall bertujua ln semaltal-ma ltal untuk ekonomi denga ln 

memungut pa ljalk talnalh dalri penduduk.  Dallalm pelalksalna laln penda lftalra ln talnalh 

diperluka ln sualtu balda ln yalng mengelola lnya l sehingga l da lpalt memberika ln kepalstialn 

hukum balgi pemega lng halk alta ls talna lh, perallihaln halk alta ls talna lh, halk talnggunga ln 

alta ls talnalh, daln pera llihaln halk a ltals talnalh.
19

  

Pendalfta lra ln talnalh malsih menga lcu palda l UUPAl seba lga li dalsa lr hukum. 

Penga lmbilaln keputusa ln da llalm pengelola laln talnalh ya lng meliputi penga ltura ln 
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pengua lsalaln, kepemilikaln, pengguna la ln daln pemalnfa lalta ln talna lh didalsalrkaln palda l 

penda lftalra ln talnalh seba lga li sumber informalsi. Menurut Za lida lr
20

, penda lftalra ln talnalh 

selalin memberika ln informa lsi tentalng sebidalng ta lnalh, balik mengena li 

peruntukka lnnya l, pemalnfa laltalnnya l, daln ketera lnga ln pengguna laln talnalh, jugal 

menginforma lsikaln tentalng ba lnguna ln, informalsi tentalng ha lrga l ba lnguna ln talnalh, 

daln pa ljalk alka ln ditentukaln untuk talnalh tersebut.  

Berda lsalrka ln UUPAl, seluruh talnalh di wilalya lh Indonesial halrus didalfta lrkaln. 

Ha ll tersebut bertujua ln untuk mencipta lkaln kepalstialn hukum a lta ls talnalh ya lng 

menjaldi ha lknya l sehinggal ma lsya lra lkalt da lpa lt meralsa lkaln a lmaln da llalm mengelola l 

daln mema lnfala ltkaln talnalhnya l. A ldalnya l penda lfta lra ln talnalh da lpalt meningka ltka ln 

keseja lhtera laln ra lkya lt daln mewujudka ln kealdilaln sosiall.  

Da llalm Palsall palsall 19 Unda lng-Unda lng Nomor 5 Ta lhun 1960 Tenta lng 

Pera lturaln Dalsa lr Pokok-Pokok Algra lrial memualt alturaln penyelengga lra laln 

penda lftalra ln talna lh ya lng meliputi:
21

 

a. Pemerintalh menga ldalka ln penda lftalra ln talna lh di seluruh wilalya lh Indonesial 

menurut ketentua ln ya lng dia ltur da llalm Pera ltura ln Pemerintalh untuk 

menjalmin kepa lstialn hukum.  

b. Pendalfta lra ln tersebut meliputi Pemetalaln, pengukura ln daln pembukualn 

talna lh, Pendalftalra ln halk alta ls talna lh daln perallihaln halk, Pemberialn suralt 

talnda l bukti halk ya lng berlalku seba lga li a llalt pembuktialn ya lng kua lt. 
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c. Tujua ln penda lftalra ln Pa lsall 3 Pera ltura ln Pemerinta lh Nomor 24 Ta lhun 1997, 

penda lftalra ln talna lh bertujualn:  

1) Untuk memberika ln kepalstialn hukum da ln perlindunga ln hukum 

kepa ldal pemega lng ha lk a ltals sua ltu bidalng ta lnalh, saltua ln rumalh susun 

daln ha lk-halk lalin ya lng terda lftalr a lga lr denga ln mudal da lpalt 

membuktikaln dirinya l sebalga li pemega lng ha lk ya lng bersa lngkuta ln;  

2) Untuk menyedia lkaln informalsi kepa ldal pihalk-pihalk ya lng 

berkepentinga ln terma lsuk pemerintalh alga lr denga ln mudalh dalpalt 

memperoleh da lta l ya lng diperluka ln dalla lm menga lda lkaln perbua lta ln 

hukum mengena li bidalng- bidalng ta lnalh daln sa ltualn-sa ltualn rumalh 

susun ya lng suda lh terdalftalr;  

3) Untuk terselengga lra lnya l tertib a ldministralsi perta lnalha ln. Ura lialn 

tersebut, ma lka l penda lftalra ln talna lh tu bertujua ln untuk memberika ln 

kepa lstialn hukum terha ldalp ha lk a ltals talnalh, ya lkni memberika ln 

kemungkina ln ba lgi pemega lng ha lk untuk denga ln mudalh 

membuktikaln halknya l.
22

 Alda lpun fungsi penda lftalra ln talna lh ya litu 

denga ln diselengga lralka ln penda lftalra ln talna lhnya l a ldallalh untuk 

memperoleh a llalt pembuktialn ya lng kua lt tentalng salhnya l perbua ltaln 

hukum mengena li talnalh. Allalt bukti ya lng dima lksud alda llalh sertifika lt 

ya lng dida llalmnya l disebutkaln a ldalnya l perbua ltaln hukum da ln nalmal 
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pemiliknya l seka lralng ialla lh menerimal a ltalu ya lng memperoleh 

pera llihaln halknya l.
23

 

4) LNRI Ta lhun 1997 Nomor 59 – TNLRI Nomor 3696 Pera lturaln 

pemerinta lh No. 10 Talhun 1961 daln Peralturaln Pemerintalh No. 24 

Talhun 1997 tersebut merupalka ln altura ln penera lpa ln penda lftalra ln talnalh 

denga ln tujualn memberikaln kepa lstialn hukum da ln melindungi 

pemega lng ha lk a ltals talna lh. A llalt bukti dalri proses penda lftalra ln talna lh 

berupa l Buku Ta lna lh da ln sertipika lt talna lh ya lng terdiri da lri Sa llinaln 

Buku Ta lna lh daln Sura lt Ukur.
24

 

Palsall 1 alya lt (1) PP No. 24 Talhun 1997 memberi pengertia ln Pendalfta lraln 

Talna lh, ya litu: Pendalftalra ln talna lh a ldallalh ra lngka lialn kegia ltaln ya lng dila lkukaln oleh 

pemerinta lh seca lra l terus menerus, berkesina lmbunga ln da ln tera ltur, meliputi 

pengumpula ln, pengola lhaln, pembukua ln, daln penya ljialn serta l pemelihalra laln daltal 

fisik daln daltal yuridis, dalla lm bentuk petal daln dalfta lr, mengena li bidalng-bidalng 

talna lh daln sa ltualn-sa ltualn ruma lh susun, terma lsuk pemberia ln sura lt talndal bukti 

halknya l balgi bida lng-bidalng ta lnalh ya lng suda lh alda l halknya l daln ha lk milik altals 

saltualn ruma lh susun serta l halk-halk tertentu ya lng membeba lninya l.
25

 

Alda l berba lga li ma lcalm bentuk penda lftalra ln talna lh, alnta lral la lin seca lra l sporaldis 

daln sistemaltis. Pendalftalra ln talnalh seca lral spora ldis merupalka ln pendalfta lra ln talnalh 
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ya lng dila lkukaln perta lmal ka lli mengena li saltu alta lu bebera lpal obyek pendalfta lra ln 

talna lh dallalm wila lya lh a ltalu seba lgia ln wila lya lh desa l a ltalu kelura lhaln seca lra l sendiri-

sendiri a ltalu da llalm jumlalh besa lr ya lng dila lkukaln alta ls permintala ln pemega lng a ltalu 

penerima l ha lk altals ta lnalh ya lng bersa lngkuta ln. Pendalfta lra ln talnalh seca lral sistemaltik 

merupa lkaln penda lftalra ln talnalh untuk pertalmal kalli ya lng dilalksa lnalka ln seca lral 

serempa lk, ya lng meliba ltkaln seluruh objek penda lftalra ln talna lh ya lng belum terda lftalr. 

Da lpalt dilalksa lnalkaln da llalm sua ltu wilalya lh, seba lgialn wila lya lh desa l a ltalu kelura lhaln. 

Umumnya l inisialtif penda lftalra ln sistemaltis daltalng dalri Pemerinta lh.  

Alsals Pendalftalra ln Talnalh 

Alsa ls menjaldi dalsalr sesualtu malupun kegia ltaln, seperti penda lfta lraln talna lh. 

Alsa ls pendalftalra ln talnalh menjaldi tolalk ukur dalsalr pela lksalnala ln pendalftalra ln talnalh.
26

  

Alsa ls pendalfta lraln talna lh ditualngka ln dalla lm Palsall 2 PP Nomor 24 Talhun 1997 

tentalng Penda lftalra ln Ta lnalh, ya litu:
27

 

a. Alsals sederha lnal, Alsals ini untuk memberika ln pemalhalmaln mengena li taltal 

calral da ln ketentua ln balgi pihalk-pihalk ya lng berkepentinga ln, terutalmal 

pemega lng halk altals talnalh. 

b. Alsals jalminaln, Alsals ini bertujualn algalr pelalksalnalaln pendalftalraln talnalh 

dalpalt memberika ln jalminaln kepa lstialn hukum sesuali tujualn penda lftalraln 

talnalh sehinggal pendalftalraln talna lh halrus dilalksalnalkaln seca lral cermalt 

daln halti-halti.  

c. Alsals terjalngkalu, Alsals terjalngka lu aldallalh keterjalngkalualn balgi yalng 

membutuhka ln. Terutalmal denga ln memperhaltikaln keterjalngka lualn 

kebutuha ln daln kema lmpualn golongaln ekonomi lemalh. Pelalyalnaln 

diberika ln seca lral ekstral algalr dalpalt menjalngkalu seluruha ln elemen 

malsya lralka lt 

d. Alsals mutalkhir, Alsals mutalkhir bertujualn algalr dalpalt mengola lh informalsi 

daltal pendalftalraln talnalh seca lral berkelalnjutaln daln terus menerus. Denga ln 

tujualn a lgalr informalsi daltal yalng tersimpaln di Kalntor Pertalnalhaln selallu 
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sinkron dengaln daltal yalng aldal di lalpalngaln, daln malsya lralka lt mendalpalkaln 

informa lsi daltal ya lng alkuralt di setialp walktu. 

e. Alsals terbukal, Alsals terbuka l ditujukaln algalr dalpalt memberika ln 

kewena lngaln penuh kepaldal ma lsya lralkalt. Algalr malsya lra lkalt dalpalt 

memperoleh informalsi terkalit pendalftalraln talnalh. 

 

Talnalh Albsentee  

Upa lya l Pemerintalh untuk menuju kesejalhtera laln malsya lra lka lt Indonesia l paldal 

sektor perta lna lhaln tertua lng da llalm UUPAl, tralnsformalsi struktur pemilikaln da ln 

pengua lsalaln ta lnalh daln sistem distribusi altals talna lh merupalka ln upalya l ya lng 

dilalkukaln oleh semua l nega lral di muka l bumi ini. Sistem penga ltura ln pemilikaln, 

pengua lsalaln da ln sistem distribusi altals talna lh dikena ll denga ln sebuta ln Lalndreform 

alta lu Algralrialn Reform.
28

  

Di Indoensia l bidalng Lalndreform merupa lkaln sallalh saltu tuga ls pokok daln 

fungi kea lgra lriala ln, seda lng pemilikaln da ln pengua lsala ln talna lh seca lra l albsentee ya litu 

talna lh ya lng leta lknya l dilualr da lera lh tempa lt tingga ll ya lng mempunya li talna lh 

tersebut.
29

 Denga ln kaltal lalin talna lh albsentee a ldallalh talna lh ya lng leta lknya l berjaluha ln 

denga ln pemiliknya l. Denga ln demikialn, terda lpalt bebera lpa l esensi ya lng merupalka ln 

ketentua ln dalri albsentee, alnta lral lalin:  

a. Talna lh-talna lh pertalnialn wa ljib dikerjalka ln altalu diusalha lkaln sendiri seca lral 

alktif.  

b. Pemilik talna lh perta lnialn wa ljib bertempalt tingga ll di keca lmaltaln tempalt 

letalk ta lnalhnya l.  
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c. Pemilik talnalh perta lnialn ya lng bertempa lt tingga ll di lualr keca lmaltaln tempalt 

letalk talna lhnya l, wa ljib menga llihkaln halk altals talna lhnya l alta lu pindalh ke 

keca lmalta ln lealk talna lh tersebut.  

d. Dilalra lng meminda lhka ln a ltalu menga llihkaln ha lk a ltals talna lh perta lnialn 

kepa ldal ora lng a ltalu balda ln hukum ya lng bertempa lt tingga ll altalu 

berkeduduka ln di lualr kecalma ltaln tempalt letalk talna lhnya l.  

e. La lra lnga ln pemilikaln talnalh seca lra l albsentee halnya l mengena li talnalh 

perta lnialn. 

Alda lpun lalralnga ln pemilikaln talna lh seca lral albsentee berpa lngka ll paldal dalsalr 

hukum ya lng terda lpa lt dallalm Palsa ll 10 alya lt (1) UUPAl ya lng menentuka ln balhwa l: 
30

 

“Setialp oralng daln baldaln hukum ya lng mempunyali sesua ltu halk altals talnalh 

pertalnialn paldal a lsalsnya l diwaljibkaln mengerja lkaln altalu mengusalhalkalnnya l sendiri 

seca lral alktif, dengaln mencega lh calral-ca lral pemera lsaln”. Contoh altura lnnya l terda lpalt 

palda l 10 alya lt (1) Nomor 5 Ta lhun 1960 ya lng seca lra l implisit melalralng alda lnya l 

kepemilikaln ta lnalh albsentee. Ketentua ln dalla lm palsa ll ini dalri segi yuridis 

merupa lkaln Dwingend Recht, ya lng bera lrti memiliki sifalt memalksal kalrena l 

menva lngkut kepentinga ln umum. 
31

 

Untuk mela lksalnalka ln almalna lt UUPAl, malka l Palsa ll 3 alya lt (1) Pera lturaln 

Pemerintalh Nomor 224 Talhun 1961 menentukaln balhwa l Pemilik talna lh ya lng 

bertempa lt tingga ll dilualr keca lmalta ln tempalt letalk talna lhnya l, da llalm jalngka l wa lktu 6 

bulaln wa ljib menga llihkaln halk a ltals talnalhnya l kepalda l oralng la lin di kecalma ltaln 
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tempalt leta lk talna lh itu altalu pinda lh ke keca lmaltaln letalk ta lnalh tersebut. Sela lnjutnyal 

Palsall 3d Pera lturaln Pemerintalh Nomor 41 Ta lhun 1964 menentuka ln balhwa l  

“Dilalralng untuk melalkukaln semua l bentuk memindalhkaln halk balru altals 

talnalh pertalnialn yalng mengalkiba ltkaln pemilik talnalh yalng bersa lngkutaln memiliki 

bidalng talnalh di lualr kecalmaltaln dimalnal ial bertempalt tinggall”
32

.  

 

Palsall ini menga ltur tentalng pemilika ln talna lh oleh ora lng ya lng bertempalt 

tingga ll di lualr keca lmaltaln. Pemilikaln ya lng demikialn menimbulkaln pengga lra lpaln 

talna lh ya lng tida lk efisien, misallnya l tentalng penyelengga lrala lnnya l, penga lwalsalnnya l, 

penga lngkuta ln ha lsilnya l juga l dalpa lt menimbulkaln sistem-sistem peningka lta ln, 

misallnya l ora lng-ora lng yalng tingga ll di kotal memiliki talna lh-talnalh di desa l-desa l 

ya lng diga lra lpkaln kepa ldal palra l petalni-peta lni ya lng a lda l di desal-desal itu denga ln 

sistem sewa l altalu balgi ha lsil.  

Ini bera lrti balhwa l palra l peta lni ya lng memera ls keringa lt daln mengelua lrkaln 

tena lga l ha lnya l menda lpalt seba lgia ln sa ljal dalri ha lsil talna lh ya lng dikerja lka ln, seda lng 

pemilik talnalh ya lng tinggall di kota l-kotal, ya lng kebalnya lkaln juga l sudalh mempunya li 

maltal penca lhalria ln lalin, denga ln tida lk perlu mengerjalka ln talna lhnya l menda lpalt balgia ln 

dalri ha lsil talnalhnya l pulal balhwa l "Ta lnalh alda llalh untuk talni ya lng mengga lralpnya l". 

(Penjela lsaln dallalm Palsall 3d Peralturaln Pemerintalh Nomor 41 Talhun 1964). 

Pera lturaln tersebut menunjukkaln ba lhwal pemilikaln talna lh seca lral albsentee/gunta li 

tidalk diperbolehka ln daln melalngga lr alsa ls dallalm Palsall 10 UUPAl. 

La lra lnga ln untuk memiliki talnalh seca lral albsentee/gunta li ini sebenalrnyal 

bertujua ln alga lr talna lh pertalnia ln ya lng bera lda l di kecalma ltaln tersebut dikelola l sendiri 
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oleh peta lni ya lng bera ldal di keca lmaltaln letalk talnalh itu sehingga l halsilnya l pun 

malksimall. Alpa lbilal seseora lng a ltalu balda ln hukum memiliki talna lh seca lral 

albsentee/gunta li dibialrka ln alka ln menyeba lbka ln ketidalkaldilaln kalrena l ya lng bekerja l 

bukaln pemilik ta lnalh perta lnialn tersebut, sehingga l tida lk sesua li denga ln tujualn 

lalndreform ya lng diselengga lralka ln di Indonesial. La lra lnga ln pemilikaln da ln 

pengua lsalaln ta lnalh perta lnialn seca lra l albsentee untuk mewujudka ln seca lral nya ltal 

malksud ya lng dika lndung oleh Palsa ll 33 Alya lt (3) UUD 1945 da ln Palsa ll 6 daln Palsall 

15 UUPAl.
33

 

Menginga lt ketentualn Palsall 7 da ln Palsall 17 UUPAl dialtur lebih la lnjut dallalm 

Palsall 6 Undalng-Unda lng Nomor 56 Prp. Talhun 1960 menentukaln balhwa l: balra lng 

sialpal sesuda lh mulali berlalkunya l pera ltura ln ini memperoleh ta lnalh perta lnia ln, hinggal 

talna lh perta lnialn ya lng dikualsali olehnya l daln alnggota l- alnggota l kelualrga lnya l 

berjumlalh lebih da lri luals malksimum, waljib berusa lhal supalya l palling lalmbalt 1 

talhun seja lk diperolehnya l ta lnalh tersebut jumlalh ta lnalh perta lnialn ya lng dikualsa li itu 

lualsnya l tidalk melebihi luals malksimum.  

Menginga lt ketentualn Palsall 10 a lya lt (1) UUPA l dialtur lebih lalnjut dalla lm Palsall 

3 a lya lt (1) Pera lturaln Pemerinta lh Nomor 224 Talhun 1961 ya lng menentuka ln 

balhwa l:
34

 “Pemilik talnalh yalng bertempalt tinggall di lualr keca lmaltaln tempalt letalk 

talnalhnyal, dallalm jalngkal walktu 6 bulaln waljib menga llihkaln halk alta ls talnalhnyal 

kepa ldal oralng lalin di kecalmaltaln tempalt leta lk talnalh itu altalu pindalh ke kecalmaltaln 

letalk talnalh tersebut.” Ketentua ln menga llihkaln talnalhnya l kepalda l oralng la lin ya lng 

bertempa lt tingga ll di lualr keca lmaltaln ta lnalh terleta lk merupa lkaln penga lturaln tentalng 
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pemilikaln talna lh seca lra l albsentee. Pemilika ln talna lh seca lra l albsentee pa lda l dalsalrnya l 

dilalra lng, ka lrena l tidalk sesua li denga ln alsa ls mengerja lkaln sendiri talna lh pertalnia ln, 

tetalpi lalra lnga ln ini di kecua llikaln kepalda l pega lwa li negeri. Ketentua ln Palsa ll 3 alya lt 

(1), (2), (3) da ln (4) Peraltura ln Pemerintalh Nomor 224 Ta lhun 1961 menentuka ln 

balhwa l:
35

 

a. Pemilik talnalh ya lng bertempa lt tingga ll di lualr keca lmalta ln tempalt letalk 

talna lhnya l, dallalm jalngka l walktu 6 bulaln wa ljib menga llihkaln halk altals 

talna lhnya l kepa lda l ora lng la lin di keca lma ltaln tempt leta lk talna lh itu a ltalu 

pindalh ke keca lmaltaln letalk talna lh tersebut. 

b. Kewa ljibaln tersebut pa ldal a lya lt (1) pa lsall ini tidalk berla lku ba lgi pemilik 

talna lh ya lng bertempa lt tingga ll di keca lmaltaln ya lng berba ltalsa ln denga ln 

keca lmalta ln tempalt letalk talna lh, jikal jalra lk alntalra l tempt tingga ll pemilik daln 

talna lhnya l malsih memungkinka ln mengerja lka ln talnalh itu seca lra l efisien, 

menurut pertimba lnga ln Palnitial Lalndreform Da lera lh Tingka lt II.  

c. Denga ln tidalk mengura lngi ketentua ln tersebut palda l alya lt (2) pa lsall ini, 

malka l jikal pemilik talnalh berpinda lh tempt altalu meningga llkaln tempa lt 

kedia lmalnnya l kelua lr kecalma ltaln tempalt letalk talnalh itu selalmal 2 talhun 

berturut-turut, ial waljib memindalhka ln halk milik talnalhnya l kepaldal ora lng 

lalin ya lng bertempa lt tingga ll di keca lmaltaln itu.  

d. Ketentua ln dallalm alya lt (1) da ln alya lt (3) pa lsall ini tidalk berlalku ba lgi 

mereka l, ya lng mempunyali talnalh di kecalma ltaln tempt tingga llnya l alta lu 

dikeca lmaltaln seba lga li ya lng dima lksudka ln dallalm alya lt (2) pa lsall ini, ya lng 
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seda lng menja llalnka ln tugals nega lra l, menuna likaln kewa ljibaln a lga lmal, a ltalu 

mempunya li a llalsaln khusus lalinnya l ya lng da lpalt diterimal oleh Menteri 

Algra lrial. Ba lgi pega lwa li-pega lwali negeri da ln pejalbalt-peja lbalt militer sertal 

ya lng dipersa lma lkaln denga ln mereka l, ya lng seda lng menja llalnkaln tugals 

nega lral, perkecua llialn tersebut palda l alya lt in terbaltals paldal pemilikaln talnalh 

perta lnialn salmpali seluals 2/5 dalri luals malksimum ya lng ditentuka ln untuk 

dalera lh ya lng bersa lngkuta ln menurut Undalng-unda lng Nomor 56 Prp Talhun 

1960.  

Berda lsalrka ln ketentua ln tersebut ba ltals da lera lh dialmbil keca lmaltaln, oleh ka lrenal 

jalra lk dallalm keca lmaltaln malsh memungkinka ln pengusa lhalaln talna lhnya l seca lra l 

efektif. Juga l pemilik talnalh ya lng berpinda lh tempalt a ltalu meningga llkaln tempa lt 

kedia lmalnnya l kelua lr kecalma ltaln tempalt leta lk talnalh itu sela lmal 2 talhun berturut 

turut, waljib memindalhkaln ha lk milik altals talnalhnya l kepalda l oralng la lin ya lng 

bertempa lt tingga ll di kecalma ltaln itu. Tetalpi hall itu tidalk berla lku balgi merekal ya lng 

menjalla lnkaln tuga ls Negalra l misallnya l: pergi dinals ke lua lr negeri, menunalika ln 

ibalda lh halji, daln lalin seba lga linya l.  

Pega lwa li-pega lwali negeri da ln pejalba lt-pejalba lt militer serta l mereka l ya lng 

dipersa lmalkaln, ya lng sedalng menja lla lnkaln tuga ls Nega lra l boleh memiliki talna lh di 

lualr keca lmaltaln, teta lpi pemilikaln itu terba ltals palda l 2/5 lua ls malksimum ya lng 

ditentukaln. Misallnya l di da lera lh ya lng sa lnga lt pa ldalt, ma lkal ha lnya l diperbolehkaln 

memiliki salwalh 2/5 x 5 ha l = 2 ha l.
36

 Di da llalm perkecua llialn ya lng dima lksudkaln 

dalla lm palsa ll 3 daln 4 termalsuk pulal pemilikaln oleh istri daln/a ltalu alnalk-a lnalk ya lng 
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malsih menja ldi talnggunga lnnya l. Pengecua llialn dalri la lra lnga ln pemilikaln Ta lnalh 

Albsentee/Gunta li ya litu: 
37

 

a. Mereka l ya lng menja llalnka ln tuga ls nega lra l  

b. Mereka l ya lng seda lng menunalika ln kewa ljibaln alga lmal  

c. Mereka l ya lng mempunya li a llalsaln khusus ya lng da lpa lt diterimal oleh 

Menteri A lgra lrial.  

Pengecua llialn pemilikaln talna lh pertalnialn seca lra l guntali salmpali 2/5 dalri luals 

malksimum untuk Da lera lh Tingka lt II (sekalra lng Ka lbupalten/Kota l) ya lng 

bersa lngkuta ln, diberika ln kepa ldal: 

a. Pensiunaln Pega lwali Negeri  

b. Jalnda l pega lwali negeri da ln jalnda l pensiunaln pega lwa li neger sela lmal tidalk 

menikalh lalgi denga ln seora lng buka ln pega lwa li neger a ltalu pensiuna ln 

pega lwali negeri.
38

 

Alda lnya l pengecua llialn tersebut seora lng pega lwali negeri da llalm wa lktu 2 talhun 

menjela lng pensiun diperbolehka ln membeli talnalh perta lnia ln seca lral albsentee 

salmpali balta ls 2/5 luals malksimum untuk Dalera lh Kalbupa lten/Kotal letalk talna lh ya lng 

bersa lngkuta ln. Di dallalm pengecua llialn in termalsuk pulal pemilikaln oleh istri daln 

alna lk ya lng ma lsh menja ldi ta lnggunga lnnya l. Teta lpi sewa lktu-wa lktu seora lng pega lwali 

neger a lta lu ya lng dipersalmalka ln denga ln merekal berhenti menjalla lnkaln tuga ls 

Nega lra l, misallnya l mendalpalt pensiun, malka l ial waljib memenuhi ketentua ln tersebut 

dalla lm walktu saltu talhun terhitung seja lk mengalkhiri tuga lsnya l. Jalngka l walktu 

tersebut da lpalt diperpa lnjalng oleh Menteri A lgra lria l jikal a ldal alla lsaln ya lng wa ljalr.  
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Pengecua llialn balgi pensiunaln pega lwali negeri dialtur dallalm Pera lturaln 

Pemerintalh No. 4 Ta lhun 1977 tentalng Pemilikaln Ta lnalh Perta lnialn Seca lral Guntali 

(Albsentee) Ba lgi Pa lral Pensiunaln Pega lwali Negeri. Ya lng menga ltur ba lhwal 

ketentua ln-ketentua ln pengecua llialn mengena li pemilikaln talnalh perta lnia ln ya lng 

berla lku balgi pega lwa li negeri diberla lkuka ln juga l balgi pa lra l pensiunaln pega lwali 

negeri. Pemilikaln tersebut boleh diteruska ln setelalh pensiun, sekira lnya l kemudialn 

ial berpinda lh tempa lt tingga ll ke keca lmaltaln leta lk talna lh ya lng bersa lngkuta ln, denga ln 

sendirinya l pemilikaln tersebut dalpa lt ditalmba lh hingga l selua ls baltals malksimum.
39

 

Sallalh Saltu Pengecua llialn Penga ltura ln Pemilikaln Talna lh Pertalnialn Seca lral Albsentee 

ditujukaln balgi Pega lwa li Negeri Sipil. 

Ketentua ln tentalng kewa ljibaln melalporka ln daln memindalhka ln balgi pemilik 

talna lh perta lnialn seca lra l albsentee dia ltur da llalm Palsall 3a l Pera lturaln Pemerintalh 

Nomor 41 Ta lhun 1964 yalitu:
40

 

a. Pemilik talna lh perta lnialn ya lng berpinda lh tempalt tingga ll alta lu 

meningga llka ln tempalt kedialmalnnya l kelua lr keca lmalta ln tempalt leta lk ta lnalh 

perta lnialn sela lmal 2 (dual) ta lhun berturut-turut, seda lng ia l mela lporka ln 

kepa ldal peja lbalt setempa lt ya lng berwena lng (kepalla l desal), ma lkal da llalm 

wa lktu 1 (saltu) ta lhun terhitung seja lk bera lkhirnya l jalngka l wa lktu 2 (dua l) 

talhun tersebut dia ltals ia l diwaljibkaln untuk memindalhka ln Ha lk Milik altals 

talna lh perta lnialnnya l kepalda l ora lng la lin ya lng bertempa lt tingga ll di 

Keca lma ltaln ya lng berba ltalsa ln denga ln tempalt tingga llnya l semulal altalu 
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pemilik talnalh perta lnia ln menja llalnkaln tuga ls nega lra l a ltalu menuna likaln 

kewa ljibaln alga lmal;
41

  

b. Jikal pemilik talna lh perta lnialn berpinda lh tempalt tingga ll alta lu meningga llkaln 

tempalt kedia lmalnnya l kelualr keca lmaltaln tempa lt lalhaln perta lnia ln itu, sedalng 

ial tidalk mela lporka ln kepalda l peja lbalt setempa lt ya lng berwena lng (kepa llal 

desa l), malka l da llalm walktu 2 (dua l) ta lhun terhitung seja lk ial meningga llkaln 

tempalt kedia lmalnnya l itu diwaljibkaln untuk memindalhka ln Ha lk Milik altals 

talna lh perta lnialnnya l kepalda l ora lng la lin ya lng bertempa lt tingga ll di 

Keca lma ltaln letalk talna lh tersebut.
42

 

Penda lftalra ln Talnalh Sistema ltis Lengkalp 

a. Da lsalr Terbentuknya l Pendalfta lra ln Talna lh Sistemaltis Lengka lp 

Sebalga limalnal dialma lnaltkaln da llalm Palsall 19 Unda lng-Unda lng Nomor 5 Ta lhun 

1960 tentalng Pera lturaln Dalsa lr Pokok-Pokok Algra lrial. alda llalh untuk menja lmin 

kepa lstialn daln perlindungaln hukum a ltals halk-ha lk malsya lra lka lt altals talnalh seca lral a ldil. 

daln bertujua ln untuk meningka ltka ln ekonomi ra lkya lt, penting mela lksalna lkaln 

percepa ltaln penda lftalra ln talna lh di seluruh balgia ln nega lra l Indonesia l.
43

  

Progra lm PTSL juga l dalpa lt menjaldi jembalta ln ba lgi pemerinta lh untuk 

mengeva llualsi kemba lli sistem publikalsi ya lng selalma l ini diteralpka ln, ka lrena l 

menga ldung ba lnya lk kelemalha ln daln menjaldi pemicu terja ldinya l sengketa l, konflik 

daln ma lsallalh perta lnalha ln. Mela llui progra lm PTSL ma lka l pemerinta lh sudalh 

memalstikaln semua l daltal balik da ltal fisik malupun dalta l yuridis ya lng tepa lt lega llitals 
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kepemilikaln altals objek talnalh. Sertipikalt diterbitkaln BPN ya lng dida llalmnya l 

memualt da ltal fisik daln daltal yuridis sua ltu bidalng ta lnalh tertentu. 

Da ltal fisik berkena la ln denga ln leta lk, ba ltals daln lua ls bidalng ta lnalh. Seda lngka ln 

dalta l yuridis berkena laln denga ln subyek ha lk, a llals halk da ln pembeba lnaln halk a ltals 

talna lh. Dalta l tersebut diperoleh da lri pemohon sertifikalt da ln pemeriksa la ln oleh BPN 

melallui proses penda lfta lraln ta lnalh.
44

  

PTSL a lda llalh a lktivitals penda lfta lraln ta lnalh untuk perta lmal ka lli ya lng 

dilalksalna lkaln seca lral bersalma laln. Meliputi seluruh objek penda lftalra ln talna lh ya lng 

belum terda lftalr da llalm saltu wilalya lh desal/kelura lhaln daln meliputi pemeta laln 

terha ldalp seluruh obyek pendalfta lra ln talna lh ya lng terda lftalr. PTSL merupa lkaln 

progra lm kerja l Kementerialn A lTR/BPN ya lng bertujualn untuk menerbitka ln 5 jutal 

sertifika lt talna lh. Daln tujualn lalin nya l wilalya lh talnalh ya lng belum dida lftalrka ln dalpa lt 

dipetalka ln.
45

  

Sebelum a ldalnya l PTSL, semua l sertifika lt didistribusikaln seca lra l spora ldis. 

Sesuali denga ln Peraltura ln Menteri A lTR/BPN Nomor 6 Ta lhun 2018 tentalng 

Pendalfta lra ln Ta lnalh Sistemaltis Lengka lp, merupa lkaln kegia ltaln penda lftalra ln talna lh 

untuk perta lmal ka lli ya lng dila lkuka ln seca lra l serentalk untuk semua l pendalfta lra ln 

talna lh.
46

 Yalng meliputi pengumpula ln daltal fisik daln daltal yuridis mengena li saltu 

alta lu bebera lpal obyek pendalfta lra ln talnalh untuk kepentinga ln penda lfta lralnnya l.
47
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b. Tujua ln Pendalfta lraln Ta lnalh Sistemaltis Lengka lp 

Tujua ln PTSL disebut didalla lm Palsa ll 1 alya lt (2) Permen A lTR/BPN Nomor 6 

Talhun 2018 tenta lng Pendalfta lra ln Talna lh Sistemaltis Lengka lp ya litu untuk 

memberika ln kepa lstialn daln perlindunga ln hukum halk a ltals talnalh kepa ldal 

malsya lra lka lt. Denga ln alda lnya l tujualn tersebut kesejalhtera la ln daln kemalkmura ln ralkya lt 

dalpa lt meningka lt. Sertal perekonomia ln nega lra l terus membalik daln dalpalt mencega lh 

perma lsallalha ln sengketa l talnalh. 

Pengertia ln pendalfta lraln talna lh dialtur juga l dallalm palsa ll 1 alngka l 1 Peralturaln 

Mentri A lTR/BPN Nomor 6 Ta lhun 2018 tentalng Penda lfta lra ln Talna lh Sistemaltis 

Lengka lp. Pendalfta lraln talnalh a ldallalh sera lngka lin kegia ltaln ya lng dila lkukaln seca lra l 

terus menerus, berkesina lmbunga ln da ln tera ltur, meliputi pengumpula ln pengolalha ln, 

pembukua ln, daln penya ljialn serta l pemeliha lra laln da ltal fisik da ln da ltal yuridis, da llalm 

bentuk peta l daln dalfta lr, mengena li bidalng-bidalng talnalh da ln saltualn rumalh susun, 

terma lsuk pemberia ln ta lndal bukti ha lknya l ba lgi bida lng-bidalng ta lna lh ya lng sudalh a ldal 

halknya l, daln halk milik altals saltualn rumalh susun sertal halk-halk tertentu ya lng 

membeba lninya l. 
48

 

c. Objek Penda lftalra ln Ta lnalh Sistemalts Lengka lp 

Objek PTSL dijela lskaln dalla lm Palsall 4 alya lt (2) daln (3) Pera ltura ln Menteri 

Algra lrial da ln Ta ltal Rualng/Kepa llal Ba ldaln Perta lnalhaln Na lsionall Republik Indonesia l 

Nomor 6 Ta lhun 2018 Tenta lng PTSL ya litu keseluruha ln bidalng ta lna lh balik ya lng 

belum alda l halk a ltals talnalhnya l malupun ya lng sudalh untuk memperba liki kua llitals 
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dalta l penda lftalra ln talna lh. Talna lh objek PTSL juga l meliputi bidalng ta lnalh ya lng suda lh 

alda l talndal ba ltalsnya l malupun ya lng a lkaln ditetalpka ln dalla lm kegia ltaln PTSL.
49

 

d. Persya lraltaln Penda lftalra ln Talna lh Sistemaltis Lengka lp 

Pendalfta lra ln talnalh denga ln PTSL mensya lra ltkaln bebera lpal hall. Setialp 

malsya lra lka lt dalri seluruh lalpisaln malsya lra lkalt berhalk menda lpaltkaln lalya lna ln PTSL 

selalma l dalpalt memenuhi persya lra ltaln ya lng wa ljib dilengka lpi, meliputi:
50

   

a) Identitals berupa l KTP ya lng diserta li Kalrtu Kelua lrga l;  

b) Suralt permohona ln untuk menga ljukaln diri sebalga li peserta l PTSL; 

c) Pemalsalnga ln talnda l baltals talna lh ya lng tela lh disepalka lti denga ln pemilik 

talna lh ya lng berba ltalsa ln;  

d) Bukti sura lt talna lh (Letter C, A lktal Juall Beli, A lktal hibalh a ltalu berita l alca lral 

kesa lksialn); 

e) Bukti setor da ln BPHTB da ln PPh (kecualli balgi ma lsya lra lkalt 

berpengha lsilaln renda lh ya lng dibeba lskaln dalri kedua lnya l). 

f) Sumber A lngga lra ln Pendalftalra ln Ta lnalh Sistemaltis Lengka lp. 

Pembialya la ln terka lit denga ln kegia ltaln penyia lpaln dokumen, kegia ltaln 

penga ldala ln Paltok daln Maltera li daln kegia ltaln operalsionall petuga ls keluralha ln/ desal, 

bialya l ini tidalk terma lsuk bialya l BPHTB da ln PPh.
51

 Terka lit denga ln bialya l BPHTB 

Menda lgri memerinta lhka ln Bupa lti/Wallikotal untuk memberika ln pengura lngaln a ltalu 

keringa lnaln altalu pembebalsa ln BPHTB. Tela lh dijela lskaln di mukal balhwa l bialya l-
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bialya l ya lng ma lhall untuk mengurus sertipika lt sallalh saltu fa lktor utalmal penghalmba lt 

penda lftalra ln ta lnalh. Untuk itu perlu keikhla lsaln pemerinta lh untuk membebalska ln 

BPHTP da ln PPh keda llalm "zero ta lx" untuk pendalfta lra ln talnalh perta lma l kalli, supalya l 

kela lncalra ln percepa ltaln penda lftalra ln talna lh tercalpa li sesuali talrget ya lng tela lh 

ditentukaln.
52

 

B. Penelitia ln Terdalhulu 

1. Skripsi ya lng berjudul “Studi pendalfta lraln talna lh denga ln staltus albsentee 

dalla lm pelalksa lnalaln pendalfta lra ln talna lh sistemaltis lengka lp di ka lntor 

perta lnalha ln kalbupalten gowo”. Penelitialn tersebut diteliti oleh Isha lk Hidalyalt 

palda l talhun 2018 di Sekola lh Tinggi Perta lnalhaln Na lsionall Yogya lka lrtal 

Fa lkultals Kementeria ln A lgra lrial da ln Ta ltal Rua lng/Balda ln Perta lnalhaln Na lsionall. 

Da llalm penelitialn tersebut membalhals Studi Pendalfta lra ln Talnalh Denga ln 

Staltus A lbsentee Da lla lm Pelalksalna laln Penda lfta lraln Ta lnalh Sistemaltis Lengkalp 

di Kalntor Pertalna lhaln Ka lbupalten Gowo; Kalntor Pertalna lhaln Ka lbupalten 

Gowa l memiliki kebijalka ln tersendiri da llalm peneralpa ln talna lh a lbsentee pa ldal 

kegia ltaln PTSL, dima lnal kebija lkaln tersebut berbeda l denga ln a lpal ya lng 

tertua lng da llalm Palsall 28 Alya lt (1) Pera lturaln Menteri A lTR/KalBPN Nomor 12 

Talhun 2017 tenta lng Percepa lta ln PTSL. Kebija lkaln ya lng dila lkukaln oleh 

Ka lntor Pertalna lhaln Kalbupalten Gowa l terha lda lp talnalh a lbsentee tersebut ya litu 

denga ln memalsukkaln kaltegori talna lh albsentee tersebut ke kaltegori I sehingga l 

dalpa lt dilalkukaln penerbitaln sertipika lt. A lkaln teta lpi sa lmpali sala lt ini, tidalk a ldal 
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tindalk lalnjut ya lng dilalkukaln oleh Ka lntor Pertalna lhaln Ka lbupalten Gowa l 

terha ldalp kebija lkaln ya lng telalh dibua lt mengena li talnalh a lbsentee tersebut. 

Perbeda lalnnya l denga ln penelitialn ya lng penulis la lkukaln ya litu, penulis 

melalkuka ln penelitialn denga ln melihalt pera lturaln ba lru ya litu Pera lturaln 

Menteri A lgra lria l da ln Talta l Rualng/Kepa llal Ba ldaln Perta lna lhaln Na lsionall 

Republik Indonesia l Nomor 6 Ta lhun 2018 tentalng Penda lftalra ln Ta lnalh 

Sistemaltis Lengka lp ya lng ma lnal Pera lturaln Menteri tersebut merupa lkaln 

pemba lrualn da lri Pera ltura ln sebelumnya l sehingga l hall-ha ll ya lng dia lturpun a lkaln 

lebih jelals dibalha ls didallalmnya l. Nalmun, sejaluh ini setelalh dikelualrka lnnyal 

pera ltura ln tersebut ma lsih terpa lntalu a ldalnya l talnalh a lbsentee di Kota l Pekalnba lru 

disebalbka ln bebera lpal ha lmbaltaln. Ma lkal penulis mela lkukaln sebua lh penelitialn 

dimalnal a lga lr terla lksalna lnyal pera ltura ln tersebut seba lga limalna l ya lng diha lra lpkaln. 

2. Skripsi ya lng berjudul “Eksistensi Kepemilikaln Talna lh Seca lra l Albsentee Di 

Ka lbupalten La lngka lt” Penelitialn tersebut diteliti oleh Da lry Wa lhib A ll Fa lrisi 

palda l talhun 2022 di Universita ls Muhalmmaldiya lh Sumaltera l Utalra l Fa lkultals 

Hukum. Da llalm penelitia ln tersebut memba lhals Eksistensi Kepemilika ln Ta lnalh 

Seca lral A lbsentee Di Ka lbupalten La lngka lt; Eksistensi altals kepemilikaln ta lnalh 

seca lra l albsentee, tidalk berjalla ln sebalga limalna l mestinya l kalrena l ketidalkjela lsaln 

meka lnisme penga lwalsa ln ya litu substalnsi hukumnya l. Da lla lm hall ini ha lnya l 

dalpa lt ditera lpkaln a lpalbilal ta lnalhnya l a lkaln didalfta lr, malupun a lpa lra lt 

pela lksalnalnya l seperti Calma lt daln Kepa llal Desa l tidalk da lpalt mela lkukaln 

pela lralnga ln talnalh a lbsentee terma lsuk tidalk alda l sosiallisalsi terhalda lp 

malsya lra lka lt daln alpa lralt BPN sehingga l tidalk menjaldi budalya l hukum 
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(kewa ljibaln hukum) daln ma lsya lra lkalt tetalp berta lhaln untuk tidalk 

menda lftalrka ln talnalhnya l.  

Perbeda lalnnya l denga ln penelitialn ya lng penulis la lkukaln ya litu, 

penelitialn ya lng penulis lalkuka ln menjelalska ln balga limalnal upa lya l Ka lntor 

Pertalna lhaln Kota l Peka lnbalru da lla lm pelalksa lnalaln progra lm PTSL da llalm 

pengelola laln talnalh a lbsentee da ln alpal ya lng menjaldi kendalla l balgi pemilik 

talna lh dallalm proses pembukualn da ln penerbita ln sertifika lt halk altals talnalh 

albsentee da llalm progra lm PTSL.  

3. Skripsi ya lng berjudul “Pela lksalnala ln Progra lm Percepa ltaln Penda lfta lraln Ta lnalh 

Sistemaltis Lengka lp (PTSL) di Ka lbupa lten Demalk Ta lhun 2018 sebalgali 

Upa lya l Pemerinta lh dallalm Memberika ln Percepalta ln Jalminaln Kepa lstialn 

Hukum” Penelitialn tersebut diteliti oleh Nofital Emylia l Ralhmalwa lti paldal 

talhun 2018 di Universitals Negeri Sema lra lng Fa lkultals Hukum. Da llalm 

penelitialn tersebut membalha ls Pelalksa lnala ln Progra lm Percepa ltaln Pendalfta lraln 

Talna lh Sistemaltis Lengkalp (PTSL) di Ka lbupalten Dema lk Ta lhun 2018 

seba lga li Upalya l Pemerintalh dalla lm Memberikaln Percepa ltaln Jalminaln 

Kepa lstialn Hukum; Pelalksalna laln Progra lm Percepalta ln Pendalftalra ln Ta lnalh 

Sistemaltis Lengka lp (PTSL) di Ka lbupalten Dema lk Ta lhun 2018 dilalksa lnalkaln 

denga ln 12 talhalpa ln, ya litu talhalp persia lpa ln, penyuluhaln, pengumpula ln da ltal 

yuridis, pengola lhaln da ltal yuridis da ln pembuktialn ha lk, pemeriksa laln ta lnalh, 

pengumuma ln, pengesa lhaln, penerbita ln sura lt keputusaln peneta lpaln ha lk daln 

keputusaln penega lsaln/penga lkua ln ha lk, pembukualn ha lk, penerbita ln daln 

penyera lha ln sertipikalt, pengola lhaln wa lrkalh/dokumen da ln pelalpora ln. A lkaln 
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tetalpi palda l pelalksa lnalaln Progra lm Percepa ltaln Pendalfta lra ln Talna lh Sistemaltis 

Lengka lp (PTSL) di Ka lbupalten Dema lk Ta lhun 2018 sa lmpali denga ln bulaln 

Juli balru sa lmpali paldal talhalp pemberia ln nomor ha lk. 

Perbeda laln penelitia ln sebelumnya l denga ln penelitialn ya lng a lkaln 

dilalkukaln a ldalla lh lokalsi da ln fokus penelitia lnnyal. Loka lsi penelitialn ya lng 

dilalkukaln a ldallalh di Kalbupalten Dema lk, seda lngkaln penelitia ln ya lng a lka ln 

dilalkukaln peneliti berlokalsi di Kotal Peka lnbalru. Penelitialn sebelumnya l 

memfokuska ln paldal pelalksa lnalaln progra lm percepa ltaln Pendalfta lra ln Talnalh 

Sistemaltis Lengka lp (PTSL) di Ka lbupa lten Demalk Ta lhun 2018 dengaln 

berla lkunya l Pera lturaln Menteri Nega lra l Algra lrial/Kepa llal Ba ldaln Pertalna lhaln 

Na lsionall Nomor 12 Ta lhun 2017 tenta lng Percepa ltaln Penda lftalra ln Ta lnalh 

Sistemaltis Lengka lp beserta l halmba ltaln dallalm pela lksalnala lnya l da ln upalyal 

penyelesa lialnnya l dalri Palnitial Aljudikalsi Percepa ltaln. Sedalngka ln penelitialn 

ya lng a lkaln dilalkuka ln peneliti memfokuskaln pa ldal ba lga limalna l upalya l Ka lntor 

Pertalna lhaln Kota l Peka lnbalru da lla lm pelalksa lnalaln progra lm PTSL da llalm 

pengelola laln talnalh a lbsentee da ln alpal ya lng menjaldi kendalla l balgi pemilik 

talna lh dallalm proses pembukualn da ln penerbita ln sertifika lt halk altals talnalh 

albsentee da llalm progra lm PTSL. 
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BAlB III 

METODOLOGI PENELITIAlN 

A. Jenis daln Sifalt Penelitialn 

Penelitialn hukum merupalka ln kegia ltaln ilmialh, ya lng dida lsa lrkaln pa ldal 

metode, sistemaltikal daln pemikiraln tertentu, ya lng bertujua ln untuk mempela ljalri 

saltu altalu bebera lpa l gejalla l hukum tertentu, denga ln jallaln menga lnallisis altalu 

menelitinya l. Jenis penelitialn ya lng diguna lkaln penulis dalla lm penelitialn ini aldallalh 

hukum sosiologis. Penelitialn hukum sosiologis merupa lkaln sallalh sa ltu jenis 

penelitialn hukum ya lng menga lnallisis daln mengka lji bekerja lnya l hukum dalla lm 

malsya lra lka lt.
53

  

Sifalt penelitialn ya lng digunalka ln aldalla lh deskriptif alna llitis ya lng berma lksud 

mengura likaln daln menggalmba lrkaln kea ldala ln talhu perma lsallalha ln di sualtu dalera lh daln 

wa lktu tertentu dikalitkaln denga ln teori-teori hukum daln pera ltura ln tertulis lalinnya l 

ya lng berka litaln denga ln objek ya lng diteliti. Denga ln mengguna lkaln penelitialn 

kuallitaltif ya lng bersifa lt deskriptif nalntinya l peneliti mendalpa ltkaln informa lsi-

informa lsi altalu daltal-daltal ya lng tepa lt terka lit tujualn penelitialn ini.  

B. Pendeka ltaln Penelitia ln  

Pendeka ltaln penelitialn ya lng diguna lkaln dallalm penelitialn ini alda llalh 

efektivita ls hukum ya litu sualtu penelitialn ya lng seca lra l deduktif dimulali alnallisal 

terha ldalp palsa ll-palsall dallalm peraltura ln perunda lng-undalnga ln ya lng menga ltur tenta lng 

perma lsallalha ln ini. Pendekalta ln penelitialn efektivitals hukum a ltalu penelitia ln seca lra l 

lalpa lnga ln ya lng meliha lt sesua ltu kenya ltala ln hukum di da llalm ma lsya lra lkalt serta l 
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normal-normal hukum ya lng terda lpalt dallalm pera ltura ln perunda lng-undalnga ln sertal 

normal-normal hukum ya lng a lda l dallalm malsya lra lkalt.
54

 Bertujua ln untuk memperoleh 

pengeta lhualn lalngsung tentalng hubunga ln a lntalra l saltu pera ltura ln denga ln pera lturaln 

lalin daln penera lpaln da llalm pralkteknya l.  

C. Lokalsi Penelitialn  

Loka lsi penelitialn dilalkukaln di Kalntor Pertalnalha ln Kotal Pekalnbalru di Jallaln 

Na lga l Salkti, Simpalng Ba lru, Kec. Ta lmpaln, Kotal Pekalnba lru.  

D. Informa ln Penelitialn 

Informa ln (na lra lsumber) penelitialn a ldalla lh seseora lng ya lng memiliki informa lsi 

(da ltal) mengena li objek ya lng seda lng diteliti, daln dimintali informalsi mengena li 

objek penelitia ln tersebut. Da llalm penelitia ln ini peneliti mengguna lkaln informaln 

untuk menja lwalb da ln memberika ln informa lsi kepalda l peneliti. Informa ln memiliki 

nilali-nilali daln motifnya l sendiri.
55

  

Paldal penelitia ln ini, teknik penentua ln informa ln ya lng dila lkuka ln oleh peneliti 

alda llalh teknik purposive sa lmpling. Menurut Sugiyono,
56

 purposive sa lmpling 

alda llalh teknik penga lmbilaln salmpel sumber da ltal denga ln pertimbalnga ln tertentu. 

Pertimbalnga ln tertentu ini, misallnya l ora lng tersebut ya lng dia lngga lp pa lling ta lhu 

tentalng a lpal ya lng kita l ha lralpka ln, alta lu mungkin dia l seba lga li pengua lsal sehingga l a lkaln 

memudalhka ln peneliti menjelalja lhi obyek/situalsi sosiall ya lng diteliti.  

Pemilihaln informaln didalsa lri pertimbalnga ln balhwa l informa ln dialnggalp 

peneliti palling mengeta lhui mengena li permalsallalha ln ya lng a lka ln diteliti salalt ini. Hall 
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ini dikalrena lkaln balhwa l informaln tersebut memiliki keterkalitaln ya lng besalr 

terha ldalp malsa llalh ya lng alka ln diteliti. Sedalngkaln Informa ln pendukung, halnya l 

seba lga li pelengka lp untuk mendalpaltka ln informalsi dallalm penelitialn ini. Kriterial 

dalri informa ln ya lng dipilih ya litu memiliki kriterial ya lng berda lsalrka ln ketentua ln 

ya lng tela lh peneliti tentukaln untuk kemudialn dipertimbalngka ln oleh peneliti, sesua li 

denga ln keterka litaln mereka l denga ln penelitialn ini. Da llalm penelitialn ini ya lng 

menjaldi informa ln penelitialn alda llalh ora lng-ora lng pilihaln peneliti ya lng dialngga lp 

terba lik dallalm memberikaln informa lsi ya lng dibutuhkaln kepa ldal peneliti. Berikut 

alda llalh dalfta lr informa ln, yalng a lkaln dimintali informalsi oleh peneliti: 

Talble III.1 

Informa ln Penelitialn 

NO Informa ln Populalsi 

1 Koordina ltor Kelompok 

Substalnsi Pemelihalra laln Halk 

Talna lh Rualng Da ln Pembinalaln 

PPAlT Ka lntor Perta lhalna ln Kotal 

Pekalnba lru  

1 

2 Kepa llal Seksi Hubunga ln 

Hukum Pertalna lhaln Ka lntor 

Pertalna lhaln Kota l Pekalnbalru 

1 

Jumla lh 2 

Sumber: Ola lhaln daltal 2024 

E. Jenis daln Sumber Penelitialn  

1. Da ltal Primer, Sumber da ltal primer diperoleh seca lra l lalngsung da lri 

responden da ln na lralsumber denga ln ca lra l walwa lnca lral mengena li obyek 

penelitialn ya lng berhubunga ln denga ln perma lsalla lhaln penelitialn ini. 
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2. Da ltal Sekunder, Sumber da ltal sekunder diperoleh da lri studi literaltur da ln 

pustalkal, dokumen-dokumen, pera lturaln perunda lng-unda lnga ln, buku-buku, 

kalmus, ma lupun jurna ll-jurna ll penelitialn ya lng berka litaln denga ln penelitia ln 

ini. Berba lga li balha ln hukum sebalga li rujukaln penelitialn ini meliputi balha ln 

hukum primer, hukum sekunder, da ln tersier. 

F. Teknik Pengumpulaln Daltal 

1. Walwalnca lra l, Pengumpulaln da ltal melallui walwa lnca lral a ltalu diistilalhkaln 

denga ln interview merupalka ln talnya l jalwa lb ya lng dila lkuka ln oleh 

pewa lwa lncalra l terha lda lp responden/na lralsumber denga ln tujua ln untuk 

menda lpaltkaln daltal daln informa lsi ya lng dihalra lpkaln. Daltal diperoleh denga ln 

nalra lsumber Ka lntor Ba lda ln Pertalna lhaln Na lsionall Kotal Peka lnbalru. 

2. Studi Pustalkal, Studi pustalkal a ltalu dokumenta lsi dallalm penelitia ln ini 

diperoleh da lri berba lga li sumber sekunder seperti buku-buku, pera lturaln da ln 

perunda lng-unda lnga ln, ka lmus, daln jurna ll-jurnall penelitialn. 

3. Observa lsi, Observa lsi merupa lkaln tinda lkaln menga lmalti da ln menca ltalt ha lsil 

penga lmaltaln terha lda lp obyek ya lng diteliti.
57

 Observalsi menja ldi salla lh saltu 

teknik pengumpula ln da ltal a lpa lbilal: (1) sesua li denga ln tujua ln penelitia ln (2) 

direnca lna lkaln daln dicaltalt seca lra l sistemaltis, daln (3) da lpalt dikontrol 

kea ldala lnnya l (relia lbilitalsnya l) da ln kesalhihalnnya l (va lliditalsnya l). Observa lsi 

merupa lkaln proses ya lng kompleks, ya lng tersusun dalri proses biologis daln 

psikologis.
58
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G. Teknik Alna llisis Dalta l 

Teknik alna llisis daltal ya lng diguna lkaln alda llalh alnallisis deskriptif kuallitaltif.  

Teknik ini menghubungkaln da ltal da ln informa lsi ya lng tela lh diperoleh melallui 

wa lwalnca lra l, studi pustalkal (dokumenta lsi), daln observa lsi. La lngka lh selalnjutnya l 

alda llalh menyusun da ltal daln informa lsi alga lr la lya lk disaljikaln dallalm bentuk ilmialh 

daln sistemaltis sehingga l dalpa lt dialnallisis sesuali tujualn penelitia ln.
59
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BAlB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulaln 

Berda lsalrka ln Ha lsil Penelitialn da ln pemba lhalsaln didalpa ltlalh kesimpulaln 

denga ln sebalga li berikut. 

1. Pelalksalna laln (PTSL) terhalda lp talna lh albsentee di Ka lntor BPN Peka lnba lru, 

berda lsalrka ln Pera lturaln Menteri A lgra lrial da ln Ta ltal Rualng/Kepa llal Ba lda ln 

Pertalna lhaln Na lsionall Republik Indonesia l Nomor 6 Ta lhun 2018 Tenta lng 

Pendalfta lra ln Ta lnalh Sistemaltis Lengka lp, belum optimall palda l Progralm 

Sertifikalsi Ta lna lh Albsentee da ln Progra lm Sertifikalsi Ma lssall Swalda lya l 

Malsya lralka lt. Progra lm Sertifikalsi Ta lnalh Albsentee, ya lng bertujua ln untuk 

menda lftalrka ln talna lh ya lng pemiliknya l tidalk bera ldal di lokalsi, da ln Progra lm 

Sertifikalsi Ma lssall Swaldalya l Malsya lralka lt, ya lng menga lndallkaln pa lrtisipalsi 

malsya lra lka lt untuk mendalftalrka ln talna lh mereka l secalra l bersa lmal-salmal. 

2. Kenda llal Pela lksalnala ln Progra lm Pendalfta lraln Ta lnalh Sistemaltis Lengka lp 

(PTSL) terha ldalp talnalh albsentee di Ka lntor Pertalna lhaln Kotal Pekalnba lru 

ya lng ditemuka ln alnta lral lalin kesulitaln da llalm mengidentifika lsi pemilik 

talna lh albsentee, ma lsallalh aldministraltif da ln regula lsi ya lng sering beruba lh, 

renda lhnya l sosia llisalsi daln pa lrtisipalsi malsya lralka lt, serta l talntalngaln 

geogra lfis ya lng mempenga lruhi a lkses ke loka lsi talna lh. Semual fa lktor ini 

menyeba lbkaln progra lm PTSL tida lk da lpalt terla lksalna l denga ln ma lksimall, 

sehingga l mengha lmbalt terca lpa linya l tujualn untuk memberika ln kepa lstialn 

hukum altals kepemilikaln talna lh. Diperluka ln perba likaln dalla lm hall 
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sosiallisalsi, koordinalsi, daln pema lnfa lalta ln teknologi untuk memperla lnca lr 

pela lksalnala ln progra lm ini. 

B. Salraln 

Da lri halsil penelitialn paldal tuga ls alkhir ini, terdalpalt rekomenda lsi ya lng 

bertujua ln untuk meningkaltka ln kuallitals penelitialn ini, alntalra l lalin: 

1. Untuk meningka ltkaln efisiensi penda lftalra ln talna lh, disalra lnkaln a lga lr Ka lntor 

Pertalna lhaln Kota l Pekalnbalru mengemba lngka ln sistem teknologi terintegra lsi, 

terma lsuk penda lftalra ln online da ln malna ljemen dokumen digita ll. Sistem ini 

memungkinka ln pemilik talnalh menga lkses daln mengelola l da ltal seca lral 

digita ll, memalntalu staltus penda lftalra ln, da ln mengura lngi keterga lntunga ln 

palda l proses malnuall ya lng mema lka ln walktu. Integra lsi daltal alntalr instalnsi 

terka lit juga l a lkaln meningka ltkaln kecepa ltaln verifika lsi daln efisiensi 

aldministralsi. 

2. Untuk menga ltalsi kenda llal kura lngnya l kesa ldalra ln daln informa lsi, disalra lnkaln 

alga lr Ka lntor Perta lnalha ln mela lksalnalka ln progra lm sosiallisalsi ya lng lebih 

terstruktur da ln berkelalnjutaln. Progra lm ini dalpalt mencalkup penyuluha ln 

melallui webinalr, medial sosiall, daln kunjunga ln lalngsung ke komunitals 

pemilik talna lh albsentee. Malteri sosiallisalsi halrus diralnca lng a lga lr mudalh 

dipalha lmi, terutalmal ba lgi pemilik talnalh ya lng tingga ll di lualr da lera lh. 

Melibaltkaln tokoh ma lsya lra lkalt loka ll dallalm penyuluha ln juga l da lpalt 

meningka ltka ln efektivitals progra lm PTSL. 
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La lmpira ln 4: Daltal Primer 

 

Halsil Penelitialn daln Pemba lhalsaln Halla lma ln 

Al. Wa lwalncalra l  

Walwalnca lra l dikalntor Pertalha lnaln Kota l Pekalnbalru 

 

1.Balgalima lnal upalyal kalntor perta lhalnaln Kotal 

Peka lnbalru dallalm pela lksalnalaln progra lm PTSL 

terha ldalp talnalh albsentee di Kota l Peka lnbalru? 

 

M. Ilha lmi A lflalh, S.H., M.Kn : Ka lntor 

Pertalna lhaln Kotal Pekalnba lru berupalya l 

melalksa lnalkaln progra lm Pendalfta lra ln Ta lnalh 

Sistemaltis Lengka lp (PTSL) terha ldalp talnalh 

albsentee denga ln melalkukaln inventa lrisalsi talnalh 

albsentee, sosia llisalsi kepalda l malsya lra lkalt pemilik 

talna lh, pemetala ln, daln verifika lsi kepemilikaln 

talna lh, sertal menyedia lkaln lalya lna ln pengurusa ln 

sertifika lt secalra l cepalt daln tralnspa lraln. Upa lya l ini 

dilalkukaln untuk memalstikaln semua l talnalh 

albsentee terda lftalr da ln memiliki kepalstialn hukum 

ya lng jela ls. 
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2. Alpal saljal progra lm PTSL yalng tidkal 

terla lksalnal berdalsalrkaln Palsall 5 Pera lturaln 

Menteri A lgra lrial daln Taltal Rualng/Kepallal 

Baldaln Perta lnalhaln Nalsionall Republik 

Indonesial Nomor 6 Talhun 2018 tentalng 

Penda lftalra ln Talnalh Sistema ltis Lengkalp 

(PTSL)? 

 

Berda lsalrka ln Palsa ll 5 Pera lturaln Menteri A lgra lria l 

daln Ta ltal Rua lng/Kepalla l Ba ldaln Perta lnalha ln 

Na lsionall Republik Indonesial Nomor 6 Ta lhun 

46 



 

 

 
 

2018 tenta lng Penda lftalra ln Ta lna lh Sistemaltis 

Lengka lp (PTSL), terda lpa lt bebera lpal progra lm ya lng 

belum terla lksalnal seca lral optimall di berba lga li 

dalera lh. Progra lm sertifikalsi lintals sektor, ya lng 

diralnca lng untuk melibaltka ln pendalfta lraln talnalh 

dalla lm sektor pertalnialn, pemukimaln, daln 

infra lstruktur, sering ka lli mengha ldalpi kendalla l 

koordinalsi a lntalr sektor ya lng memperla lmbalt 

proses sertifika lsi. Progra lm sertifikalsi malssall 

swa ldalya l ma lsya lra lkalt, ya lng menga lndallka ln 

palrtisipalsi a lktif daln pembia lya laln ma lndiri 

malsya lra lka lt, juga l mengalla lmi halmbaltaln ka lrena l 

renda lhnya l pema lhalmaln malsya lra lkalt tentalng 

meka lnisme daln malnfa lalt progra lm ini. Selalin itu, 

progra lm sertifikalsi redistribusi talna lh objek 

lalndreform, konsolida lsi talna lh, daln tralnsmigra lsi, 

ya lng seha lrusnya l mendukung pemera ltalaln a lkses 

lalha ln, kera lp terkenda lla l oleh keterba ltalsaln sumber 

dalya l malnusial daln kuralngnya l dalta l kepemilikaln 

ya lng a lkuralt. 

3. Alpalkalh yalng menja ldi kendallal balgi pemilik 

talnalh dallalm proses pembukualn daln 

penerbita ln sertifikalt halk altals ta lnalh albsentee 

dallalm progra lm PTSL? 

 

Alndrials, S.H., M.H : Kenda llal balgi pemilik talnalh 

dalla lm proses pembukualn daln penerbita ln sertifika lt 

halk a ltals ta lnalh a lbsentee da llalm progra lm PTSL 

alnta lral lalin: 

1. Dokumen Tida lk Lengka lp: Ba lnya lk pemilik 

talna lh tidalk memiliki dokumen ya lng 
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lengka lp altalu sa lh ya lng diperluka ln untuk 

pembukua ln daln penerbitaln sertifika lt. 

2. Kura lngnya l Informa lsi: Pemilik talnalh 

sering kura lng mema lhalmi prosedur da ln 

persya lra ltaln progra lm PTSL, menyeba lbka ln 

keterla lmbaltaln dalla lm pengumpula ln daln 

penyedia laln dokumen. 

3. Tumpa lng Tindih Kepemilikaln: Konflik 

alta lu sengketa l kepemilikaln talna lh, seperti 

tumpalng tindih kla lim a lntalra l bebera lpa l 

pihalk, dalpa lt menghalmba lt proses 

penerbita ln sertifika lt. 

4. Keterba lta lsaln Sumber Da lya l: Ba lik di pihalk 

pemerinta lh malupun pemilik talna lh, 

keterba ltalsa ln sumber da lya l ma lnusial da ln 

teknologi bisa l memperla lmbalt proses. 

5. Alkses Loka lsi: Talnalh albsentee sering ka lli 

bera ldal di lokalsi ya lng sulit dijalngka lu, 

sehingga l menyulitka ln verifika lsi da ln 

survei la lpalnga ln oleh petuga ls. 
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